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Bendahara Abaikan Gubernur, Rp 70 Mlllar Melayang -

INSTRUKSI Gubernur Sulteng Longki Djanggola saat penye
rahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) padaMaret
2013 tentang pemenang proyek di Sulteng, diharuskan mempu-
nyai kantor perwakilan dan melaksanakan pembayaran pajak
di bendahara kegiatan masing-masing terkesan dianggap
angin lalu. Tak heran kalau kemudian potensi pendapatan
berupa pajak pendapatan (PPN) dan pajak penghasilan (PPh)
tz{f masuk ke kas daerah Sulteng dengan nilai Rp70 Miliar.

Oleh: KHAIRUDIN

Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Palu, Guntur
Wijaya saat ditemui di kantorn-
ya, Kamis (28/11/2013), men-
gungkapkan, dari data yang
dimilikinya, para pemenang
lelang proyek di Sulteng yang
bernilai Rp88 miliar, mayo-
ritas tidak memiliki NPWP
cabang di Palu. Hal itu meng-
hilangkan potensi penerimaan
perpajakan dari beberapa

sumber PPn dan PPh.
“Ternyata setelah kami
taksasi ada Rp88 miliar yang
NPWP-nya bukan di Palu, yang
ada hanya Rp18 miliar saja,
kami sebenarnya berharap
yang ada pada kita tinggal di
kita. Cuma masalahnya dari
awal teman - teman bendahara
lupa bahwa dalam rangka pen-
gamanan pajak pemenang ten-
der harus mempunyai NPWP

cabang di Sulteng,” terang
Guntur Wijaya.

la mengakui, sudah pernah
mendengar perintah Gubernur
saat penyerahan DIPA bebera-
pawaktulalu terkait kewajiban

pemenang tender dari luar
daerah Sulteng untuk memiliki
kantor dan NPWP cabang di
Palu. Akan tetapi hal itu tidak
terealisasi dalam tataran pe-
laksanaan di lapangan karena

faktor ketidaktahuan akan
instruksi itu.

“Saat kami konfirmasi ke
Bendahara Umum Daerah
(BUD) tentang instruksi
Gubernur, mereka mengung-
kapkan ketidaktahuannya se-
hingga kami sangat menya-
yangkan instruksi itu tidak
direspon secara baik kalangan
staf BUD,” ungkapnya, sem-
bari menambahkan dilihat dari
aspek penerimaan perpajakan
pihaknya tidak dirugikan ka-
rena tetap masuk kas negara,
tetapi hilangnya potensi pene-
rimaan daerah dari sektor itu.

Menurutnya, ada implikasi
dari berkurangnya setoran
pajak yang terjadi saat ini ke-
pada pemerintah kabupaten,
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BPK Meneliti Potensi Pajak yang Tercecer
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kota dan provinsi dalam
hal penyaluran dana yang
berasal dari APBN karena
jumlah anggaran yang di-
gelontorkan setiap tahun
kepada suatu daerah, sudah
dihitung dengan nilai pe-
nerimaan pajak yang akan
diterima. !

Untuk itu pihaknya saat
ini tengah menyinkronkan
dan bekerjasama dengan
pihak Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk
meneliti dan membuka data
potensi pajak yang disinya-
lir masih ada dan tercecer
kemana-mana.

“Implikasi dari tidak
dijalankannya ketentuan

perpajakan bisa dianalisa
dari dua aspek, yakni di-
sengaja atau karena ke-
tidakmengertian mereka
dan ini masalahnya yang
dikelola adalah dana negara
yang penanganannya tidak
seperti swasta dan implik-
asi dari ketidakpatuhan
adalah hukuman pldana
tandasnya.

Disinggung ketaatan pi-
hak BUD dalam menyetor
pajak, ia mengatakan ting-
kat kepatuhan lumayan
baik, tetapi masih terjadi
perbedaan persepsi antara
petugas pajak dan benda-
hara sehingga perlu sinkro-
nisasi data dan pihaknya

menawarkan sistem aplik-
asi SIMDA (Sistem Informasi
Daerah) yang diciptakan
BPKP. “Masalahnya SIMDA
di Sulteng masih baru dan
teman - teman belum seca-
ra penuh menerapkan atau
masih setengah - setengah
karena minimnya SDM dan
timbulnya keraguan dengan
* pajak,” imbuhnya. s

Lebih lanjut ia menga-
takan, bahwa target pene-
rimaan pajak yang dibe-
bankan kepada pihaknya
pada tahun 2013 adalah
sebesar Rp756 miliar dan -
saat ini baru terealisasi 68
persen atau sekira Rp500
miliar lebih. ***




